
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perbaikan Permohonan Pengujian UU KUHP  

Yang Baru Disahkan  
 

Jakarta, 6 Februari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil 

Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 

1 Tahun 2023 tentang Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP) terhadap UUD 1945 pada 

Senin (06/02), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang 

teregistrasi dengan nomor perkara 7/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Fernando Manullang, Dina 

Listiorini, Eriko Fahri Ginting, dan Sultan Fadillah Effendi.  Norma yang diujikan adalah Pasal 218 

ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), Pasal 241 ayat (1) UU KUHP.  

Dalam Sidang Sebelumnya (24/01), Pemohon mempertanyakan adanya Pasal khusus terkait 

dengan penghinaan terhadap Pemerintah. 

menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Arief menyebutkan perbedaan antara UU 

Sistem Peradilan Anak dengan KUHP yang saat ini diujikan di MK. Arief mengatakan, UU Sistem 

Peradilan Anak keberlakukannya ditunda. Sedangkan KUHP yang diajukan para Pemohon ini 

masih memberlakukan UU yang lama. Adapaun revisi atau versi terbaru dari KUHP yang diujikan 

pada perkara ini masih dalam tahap sosialisasi dan keberlakukannya pun ditunda selama 3 tahun 

mendatang. 

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta agar para Pemohon masing-

masing menyertakan kerugian konstitusional yang dialami. Sedangkan Hakim Konstitusi 

Suhartoyo mencermati permohonan Pemohon bagian kedudukan hukum yang dilandaskan pada 

kegiatan yang dilakukannya dalam memberikan kritik kepada Pemerintah. 

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, 

Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) UU  No. 1 Tahun 2023 (UU KUHP), bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  (Sri/MHM) 
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